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Abstract: This study aims to analyze the role of infrastructure investment in regional economic growth in Indonesia 
through a comprehensive literature review approach. Infrastructure plays a strategic role in promoting economic growth 
by enhancing productivity, strengthening regional connectivity, and expanding market access. In addition, infrastructure 
development contributes significantly to improving the quality of human resources, expanding access to basic services, and 
fostering economic inclusion, particularly in disadvantaged, frontier, and outermost (3T) regions. This study integrates 
neoclassical and endogenous growth theories, supported by national and international literature, as well as comparative 
insights from China, India, and Vietnam. The findings indicate that infrastructure investment has a positive effect on short-
term economic growth through aggregate demand, while also serving as a catalyst for long-term structural transformation. 
However, the effectiveness of infrastructure development depends heavily on integrated planning, financing innovation, 
sound governance, and the incorporation of green and digital dimensions. This study concludes with strategic policy 
recommendations to strengthen the role of infrastructure as an instrument for equitable development and for enhancing 
Indonesia’s global competitiveness.
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran investasi infrastruktur terhadap pertumbuhan 
ekonomi regional di Indonesia melalui pendekatan kajian pustaka yang komprehensif. Infrastruktur memiliki 
peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, penguatan 
konektivitas wilayah, dan perluasan akses pasar. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi 
signifikan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan akses layanan dasar, serta penguatan 
inklusi ekonomi, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Penelitian ini mengintegrasikan 
teori pertumbuhan ekonomi neoklasik dan endogen, yang didukung oleh literatur nasional dan internasional, 
serta kajian perbandingan dengan Tiongkok, India, dan Vietnam. Hasil kajian menunjukkan bahwa investasi 
infrastruktur berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui efek permintaan 
agregat, sekaligus berperan sebagai katalis transformasi struktural jangka panjang. Namun demikian, 
efektivitas pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada perencanaan yang terintegrasi, inovasi 
pembiayaan, tata kelola yang baik, serta integrasi dimensi hijau dan digital. Penelitian ini diakhiri dengan 
rekomendasi kebijakan strategis untuk memperkuat peran infrastruktur sebagai instrumen pemerataan 
pembangunan dan peningkatan daya saing global Indonesia.
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PENDAHULUAN
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama pembangunan bagi negara-negara 

berkembang, termasuk Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berperan strategis dalam mengurangi 
kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menciptakan kesejahteraan jangka 
panjang. Dalam penelitian ini, investasi infrastruktur memiliki peranan yang sangat penting sebagai 
penggerak utama produktivitas, konektivitas wilayah, serta inklusi ekonomi (Calderon & Serven, 
2010; Fay et al., 2021). Pemerintah Indonesia menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah 
satu pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan fokus 
pada percepatan investasi di sektor transportasi, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi 
(Bappenas, 2023). 

Pasca pandemi COVID-19, urgensi investasi infrastruktur semakin meningkat. Pandemi telah 
membuka kelemahan mendasar dalam sistem infrastruktur nasional dan global, terutama dalam 
sektor transportasi, logistik, serta konektivitas digital. Dalam masa pemulihan ekonomi, investasi 
infrastruktur tidak hanya dipandang sebagai stimulus jangka pendek, tetapi juga sebagai fondasi 
penting untuk membangun ketahanan jangka panjang dan mempercepat transformasi struktural 
perekonomian (OECD, 2021). Di Indonesia, kebijakan fiskal diarahkan untuk memperbesar belanja 
infrastruktur sebagai instrumen utama pemulihan ekonomi nasional, melalui pembangunan jaringan 
transportasi strategis, perluasan akses energi, serta penguatan infrastruktur digital (Bappenas, 2023).

Selain sebagai instrumen pembangunan ekonomi, investasi infrastruktur juga memiliki peran 
penting dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development 
Goals/SDGs). Infrastruktur menjadi tulang punggung dalam pencapaian Tujuan 9 (Industri, Inovasi, 
dan Infrastruktur) serta mendukung berbagai tujuan lain seperti Tujuan 8 (Pertumbuhan Ekonomi), 
Tujuan 10 (Mengurangi Kesenjangan), Tujuan 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan), dan Tujuan 
13 (Penanganan Perubahan Iklim). Indonesia sebagai negara penandatangan Agenda Pembangunan 
Berkelanjutan 2030 telah mengintegrasikan tujuan-tujuan tersebut ke dalam perencanaan 
pembangunan nasional, sehingga investasi infrastruktur menjadi tidak hanya kebutuhan ekonomi, 
tetapi juga komitmen moral dan politik terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan 
(UNESCAP, 2022).

Meskipun demikian, tantangan besar masih dihadapi Indonesia dalam memastikan pemerataan 
pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah. Ketimpangan regional masih cukup tinggi, di mana 
wilayah Jawa dan Sumatera menikmati akses infrastruktur transportasi, energi, dan digital yang lebih 
baik dibandingkan wilayah Indonesia Timur. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan pertumbuhan 
ekonomi, rendahnya daya tarik investasi di daerah terpencil, serta lambatnya penurunan angka 
kemiskinan di beberapa provinsi (Hidayat et al., 2023). Selain itu, fragmentasi regulasi, keterbatasan 
pembiayaan, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah kerap menjadi 
hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur (B. Sutono et al., 2023).

Berdasarkan sisi teori ekonomi, investasi infrastruktur berkaitan erat dengan Teori Pertumbuhan 
Neoklasik dan Teori Pertumbuhan Endogen. Menurut model neoklasik, infrastruktur merupakan 
faktor produksi penting yang mampu meningkatkan produktivitas modal dan output ekonomi 
(Solow, 1956). Sementara itu, teori pertumbuhan endogen menekankan peran infrastruktur dalam 
mendorong inovasi, difusi pengetahuan, dan pengembangan modal manusia, yang selanjutnya 
menciptakan pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan (Romer, 1990). Dengan demikian, 
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investasi infrastruktur memiliki fungsi ganda: meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek 
sekaligus memperkuat transformasi struktural jangka panjang.

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu kajian literatur strategis yang dapat menyintesis 
temuan-temuan penelitian terdahulu secara komprehensif mengenai peran investasi infrastruktur 
terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Meskipun telah banyak penelitian empiris 
yang mengkaji dampak sektor infrastruktur secara parsial, masih relatif sedikit kajian yang 
mengintegrasikan berbagai aspek seperti transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, modal 
manusia, serta tata kelola dalam satu kerangka analisis terpadu. Oleh karena itu, artikel ini berupaya 
untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menelaah literatur nasional dan internasional secara 
sistematis, mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat, serta memberikan rekomendasi 
strategis untuk mendukung kebijakan pembangunan yang inklusif.

Perkembangan dinamika ekonomi global dan domestik semakin menuntut Indonesia untuk 
melakukan inovasi dalam kebijakan pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur. Ketergantungan 
yang tinggi terhadap pembiayaan dari APBN sering kali menjadi kendala utama dalam mempercepat 
pembangunan infrastruktur berskala besar, terutama di wilayah-wilayah dengan kapasitas fiskal 
yang terbatas. Oleh karena itu, kemitraan strategis antara pemerintah dan sektor swasta melalui 
skema Public Private Partnership (PPP) menjadi semakin relevan sebagai alternatif pembiayaan yang 
berkelanjutan (Younes, 2024). Pendekatan ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan, 
efisiensi manajemen proyek, serta perluasan cakupan pembangunan hingga ke daerah tertinggal.

Kemudian sisi lain, perkembangan teknologi digital menghadirkan peluang besar untuk 
mempercepat integrasi ekonomi antarwilayah. Penerapan infrastruktur berbasis teknologi seperti 
smart transportation, digital governance, dan jaringan broadband dapat mengatasi hambatan geografis 
yang selama ini menjadi tantangan pembangunan di Indonesia sebagai negara kepulauan (Kumari 
& Singh, 2024a)financial development (FD. Oleh karena itu, literatur strategis mengenai hubungan 
antara investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi regional menjadi sangat penting, 
tidak hanya sebagai landasan teoritis tetapi juga sebagai pijakan dalam merumuskan kebijakan 
pembangunan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap tantangan masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap 
diskursus pembangunan ekonomi dan infrastruktur, serta menjadi acuan strategis bagi pembuat 
kebijakan, peneliti, dan praktisi. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana investasi infrastruktur 
dapat dimanfaatkan secara strategis untuk mengurangi kesenjangan regional, meningkatkan daya 
saing wilayah, dan mendukung transformasi pembangunan Indonesia menuju pertumbuhan yang 
inklusif dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan 

(library research) yang bersifat deskriptif-eksploratif. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis 
dan mensintesis berbagai literatur yang relevan mengenai peran investasi infrastruktur terhadap 
pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Kajian ini bertujuan membangun pemahaman yang 
komprehensif mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur, konektivitas wilayah, dan 
pertumbuhan ekonomi. 
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Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku akademik, 
dan laporan resmi lembaga pemerintah maupun organisasi internasional yang relevan dengan topik 
penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara daring menggunakan 
kata kunci yang berkaitan dengan investasi infrastruktur, pertumbuhan ekonomi regional, 
pembangunan wilayah, public-private partnership, dan ICT infrastructure. Literatur yang dipilih 
kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema dan kekuatan analisisnya.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi tematik (thematic content analysis), yaitu 
dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan mensintesis tema-tema utama yang ditemukan 
dalam literatur. Untuk menjaga validitas kajian, digunakan berbagai sumber yang kredibel dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan 
gambaran yang sistematis dan mendalam mengenai peran investasi infrastruktur dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa investasi infrastruktur tidak dapat dipahami hanya 

sebagai instrumen pembangunan fisik, tetapi sebagai fondasi strategis yang membentuk arah 
pertumbuhan ekonomi regional, kualitas pembangunan sosial, dan derajat pemerataan antarwilayah 
di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan ini menempatkan infrastruktur bukan semata sebagai 
variabel ekonomi, melainkan sebagai instrumen transformasi yang bekerja melalui konektivitas, 
efisiensi, inklusi, dan penguatan daya saing wilayah. 

Infrastruktur sebagai Mesin Penggerak Transformasi Ekonomi Regional

Kajian literatur menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memiliki posisi sentral dalam 
mendorong pertumbuhan ekonomi regional karena mampu memperbaiki kondisi dasar yang 
menentukan aktivitas ekonomi, yaitu keterhubungan, efisiensi, dan kapasitas produksi wilayah. 
Dalam perspektif ekonomi pembangunan, infrastruktur bekerja tidak hanya melalui peningkatan 
permintaan jangka pendek, tetapi juga melalui penguatan sisi penawaran dalam jangka panjang. 
Karena itu, pembangunan infrastruktur yang terencana dengan baik memiliki fungsi ganda: menjadi 
pendorong pertumbuhan ekonomi melalui efek permintaan (demand side) dan menjadi katalisator 
transformasi struktural melalui peningkatan produktivitas, inovasi, dan integrasi ekonomi (Calderon 
& Serven, 2010; Fay et al., 2021). Argumen ini penting karena menjelaskan bahwa infrastruktur 
bukan sekadar hasil dari pertumbuhan, melainkan salah satu prasyarat utama yang memungkinkan 
pertumbuhan itu sendiri berlangsung secara lebih luas dan berkelanjutan.

Dalam konteks Indonesia, infrastruktur transportasi menjadi komponen yang paling nyata 
dalam membentuk pertumbuhan wilayah. Ketersediaan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara 
memungkinkan penurunan biaya logistik, percepatan arus barang dan jasa, serta perluasan jangkauan 
pasar, yang pada akhirnya meningkatkan daya tarik investasi dan aktivitas produksi (Zhang & Cheng, 
2023; Nawir et al., 2023). Pembangunan jalan tol trans-Jawa dan trans-Sumatera menunjukkan 
bahwa konektivitas fisik dapat menciptakan koridor ekonomi baru dan memperkuat hubungan 
antara pusat produksi dengan pasar konsumsi. Dampak ini tercermin pada meningkatnya Produk 
Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang terhubung langsung dengan infrastruktur strategis 
nasional. Namun, temuan literatur juga menunjukkan bahwa manfaat tersebut tidak berlangsung 
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secara otomatis di semua wilayah. Daerah yang basis ekonominya lemah, struktur industrinya belum 
berkembang, atau belum terhubung dengan rantai pasok nasional cenderung tidak memperoleh 
manfaat yang setara. Dengan kata lain, infrastruktur transportasi hanya akan menghasilkan dampak 
pertumbuhan yang kuat apabila didukung oleh kebijakan sektoral lain, seperti pengembangan 
kawasan industri, tata ruang, dan sistem logistik yang terintegrasi. 

Di samping transportasi, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) semakin menjadi 
pilar baru dalam pertumbuhan ekonomi regional. Literatur menunjukkan bahwa infrastruktur digital 
memiliki korelasi yang kuat dengan peningkatan produktivitas, terutama di negara berkembang yang 
sedang mengalami transformasi ekonomi (Kumari & Singh, 2024). Dalam konteks Indonesia, program 
Palapa Ring merupakan ilustrasi penting tentang bagaimana jaringan serat optik nasional tidak hanya 
memperluas akses internet, tetapi juga memperkuat integrasi ekonomi domestik, membuka peluang 
ekonomi digital, dan mempercepat difusi inovasi antarwilayah. Infrastruktur digital memungkinkan 
UMKM menjangkau pasar yang lebih luas, mendorong berkembangnya ekonomi kreatif, dan 
memperbesar akses masyarakat terhadap transaksi ekonomi modern. Namun, argumentasi penting 
di sini adalah bahwa digitalisasi tidak otomatis menghasilkan pemerataan. Ketika kualitas jaringan, 
kecepatan akses, dan keterjangkauan biaya masih timpang, maka manfaat ekonomi digital justru 
dapat terkonsentrasi pada wilayah yang sejak awal lebih siap secara teknologi dan sumber daya 
manusia. Karena itu, kesenjangan digital (digital divide) harus dilihat sebagai persoalan struktural 
yang dapat melemahkan fungsi infrastruktur digital sebagai instrumen pemerataan. 

Infrastruktur dan Inklusi Sosial-Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa dampak infrastruktur tidak berhenti pada pertumbuhan 
ekonomi agregat, tetapi juga menjangkau dimensi sosial yang lebih luas, terutama dalam bentuk 
peningkatan akses layanan dasar, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan peluang 
ekonomi bagi kelompok rentan. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi sangat penting karena 
ketimpangan wilayah tidak hanya berarti perbedaan tingkat pendapatan, tetapi juga ketimpangan 
akses terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi. Oleh sebab itu, pembangunan 
infrastruktur harus dipahami sebagai instrumen pemerataan yang menentukan apakah pertumbuhan 
ekonomi benar-benar bersifat inklusif atau justru hanya terkonsentrasi pada wilayah tertentu.

Peran ini tampak jelas pada infrastruktur pendidikan dan kesehatan. World Bank (2021) 
menunjukkan bahwa pembangunan jalan pedesaan di negara berkembang berkontribusi pada 
peningkatan partisipasi sekolah dan penurunan angka putus sekolah, karena waktu tempuh menjadi 
lebih singkat dan akses menjadi lebih aman. Dalam konteks Indonesia, pembangunan jalan dan 
jembatan di daerah terpencil seperti Nusa Tenggara Timur dan Papua memperlihatkan bahwa 
infrastruktur dasar dapat memperluas akses pendidikan dasar dan menengah (Bappenas, 2023). Hal 
yang sama juga berlaku di sektor kesehatan, di mana infrastruktur transportasi dan telekomunikasi 
memperluas jangkauan layanan kesehatan, mempercepat penanganan darurat, dan mendukung 
efektivitas program kesehatan masyarakat. Dari sini terlihat bahwa infrastruktur memiliki nilai 
strategis bukan hanya karena meningkatkan output ekonomi, tetapi karena memperkuat fondasi 
pembangunan manusia yang menjadi syarat utama pertumbuhan jangka panjang. Dengan kata lain, 
infrastruktur menciptakan kondisi yang memungkinkan wilayah tertinggal keluar dari perangkap 
keterisolasian dan keterbelakangan sosial.
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Dimensi inklusi juga tampak dalam pengaruh infrastruktur terhadap partisipasi ekonomi 
perempuan, kelompok rentan, dan pelaku UMKM. Doss et al., (2022) menunjukkan bahwa perbaikan 
infrastruktur transportasi di negara berkembang berkorelasi positif dengan peningkatan partisipasi 
angkatan kerja perempuan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan jalan yang aman, transportasi 
publik, dan akses digital telah membuka peluang yang lebih besar bagi perempuan untuk memasuki 
pasar kerja, mengembangkan usaha, dan memperluas jejaring ekonomi. Hal yang sama berlaku bagi 
UMKM, yang menurut Kementerian Koperasi dan UKM (2023) menyumbang lebih dari 60% PDB dan 
menyerap lebih dari 97% tenaga kerja. Infrastruktur jalan, pasar rakyat, jembatan, dan jaringan 
internet secara langsung memperkuat akses UMKM terhadap bahan baku, distribusi, pemasaran, 
dan teknologi. Oleh karena itu, investasi infrastruktur memiliki efek pengganda yang besar terhadap 
ekonomi lokal. Ia tidak hanya mempercepat arus ekonomi makro, tetapi juga memperluas basis 
partisipasi ekonomi masyarakat bawah, sehingga mampu memperkuat struktur ekonomi wilayah 
secara lebih berkeadilan. 

Bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), arti penting infrastruktur bahkan menjadi 
lebih mendasar. Di wilayah-wilayah ini, keterbatasan infrastruktur bukan sekadar hambatan teknis, 
tetapi penyebab utama terputusnya akses masyarakat terhadap peluang pendidikan, kesehatan, 
pasar, dan layanan publik. Karena itu, pembangunan infrastruktur di daerah 3T harus ditempatkan 
bukan sebagai agenda tambahan, melainkan sebagai prioritas utama dalam strategi pembangunan 
nasional. Infrastruktur digital, khususnya, memiliki arti yang sangat strategis bagi wilayah 3T 
karena mampu mengurangi hambatan geografis dan membuka akses terhadap pendidikan daring, 
layanan kesehatan digital, dan pasar kerja yang sebelumnya sulit dijangkau. Namun, bila pemerataan 
jaringan, keterjangkauan biaya, dan literasi digital tidak diperkuat, maka transformasi digital justru 
akan menciptakan bentuk baru dari ketimpangan pembangunan. Argumen ini menunjukkan bahwa 
pembangunan infrastruktur yang inklusif harus diarahkan secara sadar untuk menjangkau wilayah 
3T, bukan hanya mengikuti logika pasar atau konsentrasi ekonomi yang sudah ada. 

Ketimpangan Wilayah, Kelembagaan, dan Batas Efektivitas Infrastruktur

Meskipun literatur menunjukkan bahwa infrastruktur memiliki dampak positif yang besar, 
hasil kajian juga menegaskan bahwa manfaat tersebut dibatasi oleh persoalan struktural yang belum 
terselesaikan, terutama ketimpangan wilayah, keterbatasan pembiayaan, dan lemahnya kapasitas 
kelembagaan. Ketimpangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia masih cukup 
lebar, baik dalam infrastruktur transportasi, energi, maupun digital (Hidayat et al., 2023; Sutono et al., 
2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi infrastruktur selama ini masih cenderung mengikuti 
wilayah yang sudah aktif secara ekonomi, sehingga berpotensi memperkuat aglomerasi di kawasan 
maju dan memperlambat konvergensi di kawasan tertinggal. Dalam perspektif pembangunan 
regional, hal ini merupakan persoalan serius karena pertumbuhan yang terkonsentrasi hanya akan 
memperbesar disparitas jika tidak diimbangi dengan strategi pemerataan yang eksplisit.

Di sinilah persoalan pembiayaan dan tata kelola menjadi sangat penting. Literatur menunjukkan 
bahwa skema Public-Private Partnership (PPP) atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 
dapat menjadi solusi untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah sekaligus meningkatkan 
efisiensi pembangunan (Grimsey & Lewis, 2004; OECD, 2021). Di Indonesia, skema ini telah diterapkan 
pada proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, dan air bersih. Namun, efektivitas PPP sangat ditentukan 
oleh kepastian hukum, transparansi proses, dan kejelasan pembagian risiko. Tanpa itu, keterlibatan 
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swasta tidak akan menghasilkan efisiensi yang berkelanjutan, bahkan dapat menimbulkan 
ketimpangan baru jika hanya terkonsentrasi pada proyek-proyek yang menguntungkan secara 
komersial. Masalah lain yang juga mengemuka adalah keterbatasan kapasitas pemerintah daerah 
dalam merencanakan, mengelola, dan mengawasi proyek infrastruktur. Akibatnya, banyak 
proyek tidak terintegrasi dengan kebutuhan lokal, tidak optimal pemanfaatannya, atau tidak 
berkelanjutan setelah dibangun. Dengan demikian, literatur ini memperlihatkan bahwa persoalan 
utama pembangunan infrastruktur di Indonesia bukan semata kurangnya proyek, melainkan belum 
mantapnya kualitas institusi yang menopang keberhasilan proyek tersebut. 

Selain itu, tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, 
serta potensi praktik korupsi menjadi hambatan serius dalam efektivitas investasi infrastruktur 
(Hidayat et al., 2023; Sutono et al., 2023). Persoalan-persoalan ini memperlihatkan bahwa 
infrastruktur tidak dapat dikelola semata sebagai urusan teknis pembangunan fisik. Ia adalah arena 
kebijakan publik yang membutuhkan perencanaan lintas sektor, konsistensi kelembagaan, serta 
sistem pengawasan yang akuntabel. Oleh sebab itu, besarnya belanja infrastruktur tidak otomatis 
berbanding lurus dengan kualitas hasil pembangunan jika tata kelola dan kapasitas kelembagaan 
tidak diperbaiki secara mendasar.

Infrastruktur Hijau dan Digital sebagai Arah Baru Pembangunan

Salah satu temuan penting dalam kajian ini adalah adanya pergeseran orientasi pembangunan 
infrastruktur dari sekadar perluasan fisik menuju pembangunan yang lebih adaptif terhadap 
tantangan global, terutama perubahan iklim dan transformasi digital. Literatur menunjukkan bahwa 
infrastruktur hijau dan digital semakin menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi masa 
depan (UNESCAP, 2022; Fay et al., 2021). Infrastruktur hijau, seperti transportasi rendah emisi, 
energi terbarukan, dan fasilitas publik yang tangguh terhadap bencana, memiliki fungsi ganda: 
meningkatkan ketahanan wilayah sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru melalui ekonomi 
hijau (green economy). Dalam konteks negara yang rentan terhadap bencana dan perubahan iklim 
seperti Indonesia, orientasi ini bukan pilihan tambahan, melainkan kebutuhan strategis untuk 
menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pada saat yang sama, infrastruktur digital telah menjadi tulang punggung ekonomi berbasis 
pengetahuan. Ia memungkinkan perluasan akses pasar, percepatan inovasi, dan peningkatan 
efisiensi pelayanan publik. Namun, yang lebih penting, integrasi antara infrastruktur hijau dan 
digital membuka kemungkinan bagi model pembangunan yang lebih tangguh, efisien, dan inklusif. 
Dalam konteks Indonesia, arah pembangunan seperti ini sangat relevan karena dapat menjawab 
tiga tantangan sekaligus: memperkuat daya saing nasional, memperluas pemerataan wilayah, dan 
meningkatkan ketahanan terhadap krisis global. Karena itu, pembangunan infrastruktur ke depan 
tidak cukup hanya mengejar kuantitas proyek, tetapi harus menekankan kualitas transformasi yang 
dihasilkan bagi ekonomi dan masyarakat. 

Implikasi Kebijakan dan Relevansi Strategis bagi Indonesia

Berdasarkan keseluruhan temuan, dapat ditegaskan bahwa investasi infrastruktur di Indonesia 
harus diposisikan sebagai strategi pembangunan wilayah yang komprehensif, bukan sekadar agenda 
pembangunan fisik. Argumen paling penting dari kajian ini adalah bahwa infrastruktur baru akan 
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menjadi instrumen pertumbuhan yang efektif jika dirancang untuk memperkuat keterhubungan 
ekonomi, memperluas inklusi sosial, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah secara bersamaan. 
Oleh karena itu, kebijakan pembangunan infrastruktur tidak dapat lagi dijalankan secara sektoral, 
parsial, dan berorientasi pada output fisik semata.

Dalam konteks kebijakan, ada beberapa implikasi yang menonjol. Pertama, pembangunan 
infrastruktur harus disusun dalam kerangka perencanaan nasional yang lebih terpadu, berbasis data 
spasial, dan selaras dengan prioritas pembangunan jangka panjang. Kedua, penguatan kapasitas 
pemerintah daerah menjadi sangat penting agar daerah tidak hanya menjadi lokasi proyek, tetapi 
juga aktor yang mampu merencanakan, mengelola, dan memanfaatkan infrastruktur secara optimal. 
Ketiga, diversifikasi pembiayaan melalui PPP, obligasi daerah, green bonds, dan pembiayaan syariah 
perlu diperluas agar pembangunan infrastruktur tidak terlalu bergantung pada APBN dan APBD 
(OECD, 2021). Keempat, pembangunan harus lebih tegas diarahkan pada wilayah timur Indonesia 
dan daerah 3T agar investasi infrastruktur benar-benar menjadi instrumen pemerataan. Kelima, 
integrasi antara dimensi hijau dan digital harus menjadi orientasi utama pembangunan ke depan 
agar Indonesia tidak hanya tumbuh, tetapi juga tangguh, adaptif, dan kompetitif di tengah perubahan 
global.

Dengan demikian, hasil kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan infrastruktur 
di Indonesia pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak proyek yang dibangun, 
melainkan oleh seberapa jauh proyek-proyek tersebut mampu mengubah struktur peluang 
ekonomi, memperluas akses sosial, dan mengurangi ketimpangan wilayah secara nyata. Dalam 
arti ini, infrastruktur adalah persoalan pembangunan yang bersifat ekonomi, sosial, politik, dan 
spasial sekaligus; dan justru karena itulah ia harus dikelola sebagai agenda strategis nasional yang 
berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. 

 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa investasi infrastruktur memiliki peran strategis dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia. Infrastruktur transportasi, energi, 
dan teknologi informasi tidak hanya meningkatkan produktivitas, efisiensi, serta konektivitas 
antarwilayah, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan layanan 
dasar. Namun demikian, kajian ini menegaskan bahwa dampak infrastruktur tidak berlangsung 
secara otomatis maupun merata, karena sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola, kapasitas 
kelembagaan, dan tingkat kesiapan ekonomi masing-masing daerah. Oleh sebab itu, infrastruktur 
perlu dipahami bukan semata-mata sebagai pembangunan fisik, melainkan sebagai instrumen 
transformasi ekonomi dan sosial yang harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan wilayah 
secara menyeluruh. 

Implikasi dari temuan ini adalah bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia 
perlu diarahkan secara lebih terintegrasi, adil, dan adaptif. Pemerintah tidak cukup hanya berfokus 
pada percepatan pembangunan proyek, tetapi juga harus memastikan bahwa investasi infrastruktur 
mampu mengurangi ketimpangan antarwilayah, memperkuat daya saing daerah, dan mendorong 
inklusi sosial ekonomi. Dalam konteks tersebut, diperlukan sinkronisasi yang lebih kuat antara 
pemerintah pusat dan daerah, penguatan kapasitas institusi lokal, serta diversifikasi pembiayaan 
melalui skema seperti KPBU, green finance, dan pembiayaan syariah. Tanpa arah kebijakan yang 
demikian, pembangunan infrastruktur berisiko semakin memperkuat konsentrasi pertumbuhan 
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di wilayah yang telah maju dan belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan pemerataan 
pembangunan nasional. 

Ke depan, penelitian mengenai investasi infrastruktur perlu dikembangkan ke arah yang lebih 
empiris dan spesifik agar mampu menjelaskan variasi dampaknya antarwilayah dan antarsektor. 
Penelitian selanjutnya penting untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh berbagai jenis 
infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, kemiskinan, dan inklusi sosial, sekaligus 
menguji peran faktor kelembagaan, kapasitas fiskal, dan kualitas sumber daya manusia sebagai 
variabel penentu. Selain itu, isu infrastruktur hijau dan digital perlu menjadi fokus utama penelitian 
masa depan, mengingat keduanya semakin relevan dalam menghadapi tantangan perubahan iklim, 
transformasi digital, dan persaingan ekonomi global. Dengan arah riset tersebut, pengembangan 
kebijakan infrastruktur di Indonesia diharapkan semakin berbasis bukti, kontekstual, dan mampu 
mendukung pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
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